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KATA PENGANTAR

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan
akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
memberikan layanan informasi publik pada masyarakat maupun stakeholder terkait
melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dapat kami selesaikan.
Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi
ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi Publik.
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SEKILAS PPID
BAPENDA JABAR
Pelayanan Informasi Publik yang
diselenggarakan oleh Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda
Jabar) sesuai dengan amanat Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,
diimplementasikan dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor
152/HM.01/Sekre tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari
petugas PPID, Petugas Pengelola Informasi
di 4 Bidang Kerja, serta 34 Pengelola
Informasi perwakilan dari 34 Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-
Jawa Barat.

Semula Pelayanan Informasi dilakukan secara offline dengan datang langsung ke Kantor
Bapenda Jabar membawa persyaratan yang diperlukan. Seiring dengan teknologi yang
semakin maju dan berkembang, di Era Revolusi Industri 4.0, menuntut layanan
komunikasi dua arah yang cepat, tidak terbatas oleh ruang dan jarak. Bapenda Jabar
memberikan kemudahan untuk masyarakat mendapatkan informasi dengan menyediakan
berbagai kanal yang dapat diakses secara online, di antaranya melalui: e-mail, media
sosial, website, Aplikasi PPID Bapenda Jabar dan Tax Center.

KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK
PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik
sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan
keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi
lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di Bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan
publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu ) adalah
pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022 Bapenda Jabar menerima permintaan informasi pada Januari s.d.
Desember 2022 sebanyak 110 Permintaan Informasi.
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Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/021
tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.

2.

3.

4.

Maksud penyusunan Laporan LayananInformasi Publik ini adalah sebagaibentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun
stakeholder terkait.

DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu
ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping
itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara.

STRUKTUR ORGANISASI
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 152/HM.01/Sekre Tahun 2022 Tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Barat
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ATASAN PPID PELAKSANA
& KETUA PPID PELAKSANA

Atasan PPID Pelaksana dalam hal ini Sekretaris
Bapenda Jabar, memiliki tugas sebagai berikut :

Melakukan evaluasi serta pengawasan
terhadap pelaksanaan layanan informasi
publik di lingkungan Bapenda Jabar;
Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan
atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi publik di lingkungan Bapenda
Jabar;
Membahas dan memberikan pertimbangan
atas berbagai persoalan yang terkait dengan
pelaksanaan pengelolaan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Bapenda Jabar;
Melakukan persiapaan data DIK untuk
dilakukan uji konsekuensi terhadap
informasi yang dikecualikan untuk
dilaporkan kepada Ketua PPID Utama.

1.

2.

3.

4.

MAULANA INDRA WIBAWA, SH. M.Si.
Sekretaris Bapenda Jabar

Mengkoordinasikan penyusunan dan
pemutakhiran data di masing-masing unit
kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit
kerja pada Bapenda Jabar; 
Membentuk petugas pelayanan informasi di
unit kerja masing-masing yang meliputi
pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi,
serta Kehumasan;
Mengkoordinasikan dan memastikan proses
keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;
Membuat informasi yang dikecualikan yang
telah habis jangka waktu pengecualiannya;
Membuat pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
masyarakat atas informasi publik;
Menyusun telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KARPATI WANDA, S.Sos., M.AP.
Pranata Humas Ahli Muda

Ketua PPID Pelaksana dalam hal ini Pranata
Kehumasan Ahli Muda, memiliki Tugas: 
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PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI & DOKUMENTASI
Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi Publik (PPID) di Lingkungan Bapenda Jabar
antara lain : 

Tersedianya Pojok Informasi PPID Bapenda Jabar, yang terdiri dari ruang tunggu dan
fasilitas penunjang dalam pelayanan informasi demi kenyamanan Pemohon Informasi.
Sarana dan Prasarana bagi Pemohon Informasi Difabel dengan menyediakan area
Parkir Khusus, Kursi roda, Kamar mandi khusus Difabel.
TV Signage tersedia di seluruh 34 P3D se-Jawa Barat, menampilkan layanan video
menggunakan Bahasa Isyarat bagi Kebutuhan Informasi Teman Tuli.

1.

2.

3.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID didukung dengan adanya
ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai ketentuan, di
antaranya:

Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik
a.Ruangan dan Meja Pelayanan Informasi Publik
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c.Sarana Khusus Bagi Pemohon Informasi yang Berkebutuhan
    Khusus (difabel)

b. Papan Pengumuman Informasi

d.Formulir Permohonan Informasi Publik Bapenda Jabar
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f.Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik

e. Buku Registrasi Pencatatan Permohonan Informasi Publik

g. h. Format Pemberitahuan 
Tertulis Sebagai Jawaban 
Atas Permohonan 
Informasi

Mengumumkan Maklumat 
Pelayanan Informasi 
Publik Di Tempat 
Pelayanan Atau Kantor 
Perangkat Daerah
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Sumber Daya Manusia

Regulasi PPID Bapenda Jabar melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat. PPID Bapenda Jabar dibantu oleh Pengelola Informasi dari
34 P3D se-Jawa Barat.

a. Pengelola Informasi dari seluruh P3D se-Jawa Barat
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b. Peningkatan Kualitas SDM
Secara berkala PPID Bapenda Jabar dan para Pengelola Informasi dari 34 P3D
se-Jawa Barat melaksanakan pertemuan dan monitoring mengenai Standar
Operasional Prosedur (SOP) Keterbukaan Informasi. Dalam pertemuan ini
dilaksanakan transfer pengetahuan dan evaluasi mengenai kendala yang terjadi
di lapangan.

Peningkatan Soft Skill Media Sosial untuk PPID dan Pengelola Informasi di
antaranya bersama Digital Creator, Photography Trainer, salah satunya adalah
Dudi Sugandi (Fotografer Senior) dan Team Media Consultan Focus On.
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INOVASI PENGEMBANGAN
LAYANAN INFORMASI
Bapenda Jabar melakukan terobosan dengan hadirnya Tax Center yang berfungsi
sebagai ujung tombak untuk dapat memberikan pelayanan berbasis Customers
Experience and Satisfaction yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tax Center
merupakan upaya untuk mendekatkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat
dalam bentuk pelayanan konsultasi Pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi Pajak
berbasis teknologi komunikasi melalui layanan Samsat Information Center. Melalui
layanan Samsat Information Center masyarakat juga dapat melakukan permohonan
informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Jabar sebagai
perangkat daerah koordinator pendapatan provinsi Jawa Barat.

Terdapat 5 layanan Samsat Information Center selama 24 jam dan 7 hari kerja, di
antaranya Layanan Informasi Wajib Pajak, Pengaduan Wajib Pajak, Konsultansi Pajak,
Penagihan secara elektronik dan Sosialisasi Via Digital, melalui berbagai kanal : 

Samsat Information Center adalah inovasi layanan sebagai upaya untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas dan profesional dengan mengintegrasikan sistem Kesamsatan
Bapenda Pusat, 34 P3D se-Jawa Barat dan Tim Pembina Samsat. Juga sebagai jawaban
kemudahan layanan yang komunikatif dan dua arah, tanpa harus tatap muka atau datang
ke Samsat, melalui Call Center 150 410 dan WhatsApp Chatbot 0811 2230 1818.

Instagram @bapenda.jabar 
Facebook Bapenda Jabar
Twitter @bapenda_jabar
Youtube Bapenda Jabar
Website https://bapenda.jabarprov.go.id/
Call Center 150 – 410

1. Samsat Information Center
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2. Call Center Halo Bapenda

3. WhatsApp Chat Bot

4. WhatsApp Blast
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REKAP LAYANAN INFORMASI
PUBLIK BAPENDA JABAR 2022

73% 70% 11% 95%

Jumlah Pemohon
Informasi

111
Permohonan

106
Permohonan

Permohonan
Dikabulkan

5
Permohonan

Permohonan
Ditolak

Rata-rata waktu
menjawab permohonan

1
hari

Alasan Permohonan ditolak
Data dikuasai pihak lain
Permohonan informasi termasuk dalam data yang dikecualikan

Berdasarkan Jenis Permohonan
%

15
60

%

5%

4%

3%

5%

3%

5%

Informasi PKB
Informasi PAP
Informasi Pajak Rokok

Data Target &
Realisasi PAD

Informasi PBBKB
Wawancara
Sambara & Sapawarga  
KTMDU

Berdasarkan Kategori Pemohon

1

%98

%1
%1

%0

Mahasiswa
Swasta (Karyawan/Pekerja)
LSM
Umum
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N
O Profesi Informasi

yang diminta
Tujuan Penggunaan

Informasi Alasan Ditolak Informasi yang Diminta

1 Mahasiswa Permohonan Izin
Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Data Tidak Tersedia (dikuasai
oleh Badan Publik Lain)

Informasi Penghasilan
Pegawai & PPh

2 Mahasiswa Permohonan Izin
Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Data Tidak Tersedia (dikuasai
oleh Badan Publik Lain)

Tentang Pengadaan Barang
dan Jasa

3 Mahasiswa Permohonan Izin
Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Data Tidak Tersedia (dikuasai
oleh Badan Publik Lain)

Informasi Terkait
Penerimaan Pajak Air Tanah

4 Dosen Permohonan Izin
Penelitian -

Data Tidak Tersedia (dikuasai
oleh Badan Publik Lain)

Data/Informasi Bapenda
Kota Bandung

5 LSM Data Kendaraan
Mutasi Kendaraan Luar

Provinsi
Data tidak dapat diberikan

(Termasuk Data yang
Dikecualikan)

Meminta Data Kendaraan
Milik Orang Lain

Rekap Penolakan Permohonan Informasi

1
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REGISTER PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

1
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WAKTU PENYEDIAAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
Bapenda Jabar melakukan terobosan dengan hadirnya Tax Center yang berfungsi
sebagai ujung tombak untuk dapat memberikan pelayanan berbasis Customers
Experience and Satisfaction yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tax Center
merupakan upaya untuk mendekatkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat
dalam bentuk pelayanan konsultasi Pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi Pajak
berbasis teknologi komunikasi melalui layanan Samsat Information Center. Melalui
layanan Samsat Information Center masyarakat juga dapat melakukan permohonan
informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Jabar sebagai
perangkat daerah koordinator pendapatan provinsi Jawa Barat.

SP4N LAPOR
BAPENDA JABAR
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan
pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website
www.lapor.go.id . LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
3 Tahun 2015. SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “No Wrong Door
Policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun
akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.
Adapun Tujuan SP4N Lapor adalah sebagai berikut : 

Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana,
cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam
menyampaikan pengaduan; dan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat
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ALUR PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK BAPENDA JABAR
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ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
E-Monev Keterbukaan Informasi Publik
pada Tahun 2022 dilaksanakan secara
self-assesment melalui https://e-
monevkijabar.com. Bapenda Jabar
meraih Kategori Perangkat Daerah
Informatif.

SIDANG SENGKETA
INFORMASI 
Tahun 2022, Bapenda Jabar memenuhi 1 (satu) Panggilan Sidang Sengketa Informasi
Publik, antara Sawong Aries Prabowo sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Provinsi
Jawa Barat Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah (Kantor Bersama Samsat Kota Bandung
I Pajajaran) sebagai Termohon.

Sesuai Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat nomor : 1273/PTSN - MK.PA/KI-
JBR/XII/2022, Sidang dinyatakan Gugur.

PENYERAHAN TROFI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
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STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR LAYANAN INFORMASI

1
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BAPENDA JABAR

1
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PENUTUP
Proses peningkatan Layanan Informasi di Bapenda Jabar adalah dengan hadirnya Inovasi
dan Optimalisasi Layanan secara digital. Juga dengan masifnya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai Layanan Informasi Program Bapenda Jabar, baik tentang Pajak
Daerah  maupun Permohonan Informasi lainnya.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 ini berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian pelayanan kepada masyarakat
dengan mengacu kepada standar layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.
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